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PPK-Unit SKPD hanya ditunjuk jika KPA ditunjuk
karena lokasi dan rentang kendali
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Kepala Daerah Berkedudukan Sebagai Pemilik Modal Pada Perusahaan
Umum Daerah atau Pemegang Saham Pada Perseroan Daerah

Kewenangan KDH selaku Pemegang Kekuasaan Anggaran:
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Sekda sebagai koordinator pengelolaan anggaran:

Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas
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Kepala PPKD selaku BUD mempunyai tugas
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Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas
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Pejabat Fungsional Umum dapat Menjadi PPTK
apabila tidak terdapat pejabat struktural.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
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Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

Tugas
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Tugas
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Perubahan Struktur APBD Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Belanja Langsung
dan Tidak Langsung dirubah menjadi Belanja Modal, Belanja Operasi,

Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer)
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RKPD Akhir Mei menjadi Akhir Juni;

KUA PPAS dari Minggu Ketiga Bulan Juli menjadi Minggu

Kedua Bulan Juli;

Penyusunan RKA menjadi Minggu ketiga bulan Agustus;

Penyampaian RAPBD menjadi Minggu kedua Bulan September
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Keterangan Proses Perencanaan APBD

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama
rancangan KUA dan Rangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu

sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disapaikan kepada DPRD,
Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada
DPRD berdasarkan RKPD, Rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang
disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara
KKepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 91 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
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Keterangan Proses Perencanaan APBD

Penggaran Untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/
upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82

TTahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
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RKPD Akhir Mei menjadi Akhir Juni;

KUA PPAS dari Minggu Ketiga Bulan Juli menjadi Minggu

Kedua Bulan Juli;

Penyusunan RKA menjadi Minggu ketiga bulan Agustus;

Penyampaian RAPBD menjadi Minggu kedua Bulan September
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Verifikasi dokumen Kelengkapan untuk Penerbitan SP2D
dilaksanakan oleh PPKD

Keterangan Proses Penyiapan Dokumen Pelaksanaan
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Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah
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Pengaturan terkait transaksi non tunai diatur dalam Surat 
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang
Implementasi Transaksi Non-Tunai pada Pemerintah 
Daerah
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Perkembangan yang tidak sesuai dengan 
asumsi KUA;

Keadaan yang Menyebabkan saldo anggaran 
lebih tahun sebelumnya harus digunakan 
dalam tahun berjalan;

Keadaan darurat;

Keadaan luar biasa;

Keadaan yang Menyebabkan harus 
dilakukan pergeseran anggaran antar unit 
organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis 
belanja;

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Perubahan APBD
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Formulasi

dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS
berdasarkan Perubahan RKPD
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Pemerintah Daerah Menyajikan LK-SKPD dan LK-PDPemerintah Daerah Menyajikan LK-SKPD dan LK-PD

KDH dan DPRD 
Menyetujui 
KUA-PPAS

KDH Menyerahkan Ranperda 
APBD dan Penjelasan dan 
Dokumen Pendukung
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Pengelolaan Kekayaan Daerah
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Manajemen BLUD
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Sistem Informasi Keuangan Daerah
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Informasi Keuangan Daerah tidak hanya diperuntukan untuk memudahkan 
proses pengelolaan keuangan daerah, namun untuk meningkatkan 
transparansi dan akses masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan 
daerah.

Informasi keuyangan daerah 
harus mudah diakses oleh 
masyarakat dan wajib 
disampaikan kepada Menteri 
Dalam Negeri dan Menteri 
Keuangan

Kepala Daerah yang tidak 
mengumumkan informasi 
keuangan daerah dikenai 
sanksi administrassi sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan
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DBH DAK DAU

BINWAS DILAKUKAN DENGAN
SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN

EVALUASI

Pembinaan dan Pengawasan 

Pengaturan terkait pemberian sanksi diatur pada PP 12 tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
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